
a. bahwa Peraturan Bupati merupakan produk hukum 
daerah yang disusun secara terencana dan terpadu serta 
berkelanjutan dalam mewujudkan kepastian hukum dan 
keadilan yang mendasar pada asas pembentukan dan 
muatan materi Peraturan Perundang-undangan dengan 
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa agar penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan, terencana, 
terpadu, berkelanjutan, dan dapat 
dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Program 
Pembentukan Peraturan Bupati pada Dinas Perhubungan 
Kabupaten Semarang Tahun 2025; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 
Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati ditetapkan 
dengan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah untuk 
jangka waktu 1 (satu) tahun; 

d. bahwa dalam dalam rangka pelaksanaan kegiatan 
penyelenggaraan perhubungan pada Dinas Perhubungan 
Kabupaten Semarang, diperlukan adanya payung hukum 
yang tepat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan 
antara lain: 
1. Peraturan Bupati Tentang Perubahan Pengaturan 

Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Sistem Satu 
Arah Kabupaten Semarang Tahun 2025; 

2. Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penyediaan 
Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar. 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu 
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan 
Kabupaten Semarang tentang Program Pembentukan 
Peraturan Bupati (Propemperbup) pada Dinas 
Perhubungan Kabupaten Semarang tahun 2025; 
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Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 

Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan 
Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6841); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat n Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3079); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotarnadya Daerah 
Tingkat II Salatiga Dan Kabu paten Daerah Tingkat II 
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3500); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4655); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta 
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 5221); 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 
tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik 
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Dalam 

Nomor 13 Tahun 1950 
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4. 

S PERHUBUNGAN 
N SEMARANG 

: Ungaran 
: 28 April 2025 

KETIGA 

KE DUA Peraturan Bu pati Semarang 
dalam · Diktum KESA TU akan 

2025 untuk diusulkan kepada 

dari Keputusan ini; 
Program Pembentukan 
sebagaimana dimaksud 
dilaksanakan pada Tahun 
Bupati; 
Program Pembentukan Peraturan Bupati Semarang 
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diubah 
dalam rangka : 
a. Untuk mengatasi keadaan-keadaan kahar, keadaan konflik, 

atau bencana alam; 
b. Akibat kerja sama dengan pihak lain; 
c. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi 

atas suatu Rancangan Peraturan Bupati Semarang. 
Kepu tusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. KEEMPAT 

Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Bupati 
Semarang (Propemperbup) pada Dinas Perhubungan 
Kabupaten Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

PERT AMA 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN 
SEMARANG TENT ANG PROGRAM PEMBENTUKAN 
PERATURAN BUPATI (PROPEMPERBUP) PADA DINAS 
PERHUBUNGAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025. 

MEMUTUSKAN: 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 514); 
11. Pengaturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 

ten tang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan 
Rekayasa Lalu Lintas (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 834); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 
2023 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran 
Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Semrang Nomor 1). 



SEMARANG 

: Ungaran 
: 28 April 2025 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

NO NAMA PEKERJAAN KETERANGAN PENGAJUAN 

Rancangan Peraturan Bupati Ten tang 

1 Perubahan Pengaturan Manajemen Dan April Rekayasa Lalu Lintas Si stem Satu Arah 
Kabupaten Semarang Tahun 2025 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

2 Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Mei Ten tang Penyediaan Angkutan Sekolah 
Gratis Bagi Pelajar 

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI PADA DINAS 
PERHUBUNGAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 

Lampiran 
Keputusan Kepala Dinas 
Perhubungan Kabupaten 
Semarang 
Nomor : 500.11/1691/2025 
Tanggal : 28 April 2025 


